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INTISARI

Judul: Deskripsi Tentang Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Terhadap Pemaknaan Pasal 293 Ayat (2) KUHP. Permasalahannya adalah:
Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak
setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1X/2021?
Bagaimana penerapan pasal 293 ayat 2 KUHP setelah berlalunya Undang Undang
perlindungan anak? Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui akibat
hukum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak setelah adanya putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1X/2021 dan untuk mengetahui penerapan
pasal 293 ayat 2 KUHP setelah berlalunya Undang Undang perlindungan anak.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis deskriptif dengan penelitian penelitian
normatif menggunakan variabel bebas dan variabel terikat, yaitu sebagai berikut:
Variable bebas dalam penelitian ini adalah akibat hukum terjadinya tindak pidana
pencabulan terhadap anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
21/PUU-XIX/2021 dan penerapan pasal 293 ayat 2 KUHP setelah berlalunya
Undang Undang perlindungan anak. Variable terikat dalam penelitian ini adalah:
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-X1X/2021.

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian penulis untuk menjawab
permasalahan dalam penelitian maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Akibat
hukum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak setelah adanya putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X1X/2021 adalah: Laporan diajukan oleh
orang tua, laporan diajukan oleh wali dan laporan diajukan oleh kuasa hukum.
Penerapan Pasal 293 ayat 2 KUHP setelah berlalunya Undang Undang
perlindungan anak adalah proses penegakan hukum menurut Undang Undang
Perlindungan Anak dan Perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Putusan Mahkamah Konstitusi
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